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Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas
kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan
Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya
hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menibulkan tata
nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas
kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum.
Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum, semua warga Negara dalam
menjalankan sistem pemerintahan harus tunduk terhadap hukum. Membahas mengenai
hukum, juga membahas mengenai pertaturan, perturan yang ini di khususkan terhadap
pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan pencerminan dari nilai Pancasila.

Menurut terminologi pemilu adalah “proses memilih orang untuk mengisi jabatan-
jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil
rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.” Pemilu merupakan salah satu
usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan
kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Kegiatan
pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan,
menurut Yusdiyanto, (2016): “Didalam sila keempat ini memiliki Nilai dan Butir-Butir
berpangkal dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
Persatuan Indonesia, dan menjiwai sila Keadilan Sosial.

Terlaksananya pemilihan umum daerah secara langsung merupakan amanat
langsung dari UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung
umu, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Apabila ditinjau dari sudut
historis yuridis pelaksanaan demoktasi di daerah mengalami banyak kontradiksi. Namun
banyak sekali permasalahan dalam pelaksanaan pilkada langsung tersebut. Pilkada yang
tidak sesuai dengan pancasila sila keempat yang berupa pelanggaran, kecurangan yang
dilakukan oleh penyelenggara, peserta pilkada, dan tim pendukung, serta masyarakat dapat
diberikan sanksi pidana yang telah di atur didalam Pasal 177, dan178 Undang-Undang
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Gubernur. Fakta empiris pemilukada secara langsung menunjukan kesenjangan demokrasi.
Banyak kalangan praktisi hukum mengemukakan argument bahwa pemilukada secara
langsung justru membebani keuangan daerah dan banyak terjadi mahar politik.

Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila
keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan
kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak
lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu
pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang
jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan
peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi
bangsa. Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi
yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan.
Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas,
minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat
nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.



